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REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1981
TENTANG
MEFROLOK 5t&GAL

QA 7§>
DENGA AHMAT TUHAN @b AHA ESA
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[ | .
Menimbang h da.. —bahwa untuk melindur@i_-l,éepentingan umum
ya in /dalam kebenaran
serta a ketertiban dan
pemakaian satuan
, metoda pengukuran
, takar, timbang dan

b. bahwa pengaturan tentang alat-alat ukur,
takar, timbang dan  perlengkapannya
sebagaimana ditetapkan dalam ljkordonnantie
1949 Staatsblad Nomor 175 perlu diganti,
karena sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan perekonomian dan kemajuan
teknologi, serta sesuai dengan Sistem
Internasional untuk satuan (SI);



c. bahwa untuk mencapai tujuan sebagai
dimaksud di atas perlu mengaturnya dalam
suatu Undang-undang tentang Metrologi
Legal;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), .Pasal 20 ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis
Besar Haluan Negara;

DEWAN P UBLIK INDONESIA,

Menetapkan
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dan Peraturan
Pelaksanaannya dengan:

a.

Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur
secara luas;

Metrologi Legal adalah= | yang mengelola satuan-
satuan ukuran, mef et uran dan alat-alat ukur,

yang meny ersyarat ik dan peraturan
ujuan melindungi

kepentinga ar ngukuran;
Konven5|| (la- Convention dujfael"re) ialah suatu
perjanjian || ernasional | ,yang _bertuj W mencari dan
menyeragéi *an-s an ukutan /timbangan, yang
ditandatan an diselenggarakan dicParis pada tanggal 20
Mei 1875 ra utusan yang sa penuh dari 17
Negara; é

Konperensi  Umum=_l nM(QP&Fﬁn dan Timbangan (la
Conference Generale des"P0|ds et Mesures) ialah konperensi
yang diadakan berdasarkan Konvensi Meter;

Biro Intemasional untuk Ukuran dan Timbangan (le Bureau
International des Poids et Mesures) ialah Biro yang dibentuk
berdasarkan Konvensi Meter;

Satuan Sistem Internasional (le Systeme International
d'Unites) selanjutnya disingkat Sl ialah satuan ukuran yang
sistemnya bersumber pada suatu ukuran yang didapat
berdasarkan atas satuan dasar yang disahkan oleh
Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan;
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satuan dasar ialah satuan yang merupakan dasar dari satuan-
satuan suatu besaran yang dapat diturunkan menjadi satuan
turunan;

lambang satuan ialah tanda yang menyatakan satuan ukuran;

standar satuan ialah suatu ukuran yang sah dipakai sebagai
dasar pembanding;

standar induk satuan dasar ialah standar satuan yang diterima
dari Biro Internasional untuk Ukuran dan Timbangan yang
diangkat sebagai Standar Nasional atau Standar Tingkat Satu;

alat ukur ialah alat® n Ez;.mtul(kan atau dipakai bagi
pengukuran ku @gﬁ P \

diperuntu \atau dipakai bagi

pengukuray tit n;=o ‘i
alat timba"é‘:}alah alat yar diperuntuka '_' tau dipakai bagi
pengukurﬁ[l?ﬂ.@:\ssa atau pe bangan; C.'..
alat perlenllg n-ialah -al ang dipe@ kkan atau dipakai
sebagai pel atau tambahan &y\;a lat-alat ukur, takar
atau timbang, enentukan h %}x gukuran, penakaran

atau penimbang a’Q HQD

alat penunjuk ialah baglaﬁ dari alat ukur, yang menunjukkan
hasil pengukuran;

tempat usaha ialah tempat yang digunakan untuk kegiatan-
kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa,
penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan
perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau
pameran barang-barang, termasuk rumah tempat tinggal yang
sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut;

menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda
tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-
keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera
batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang
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berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan
atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang
belum dipakai;

tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda
tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan
keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau
tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang
berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan
atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang
telah ditera;

menjustir ialah men "'EEE@;--.-_%@U melakukan perbaikan
ringan dengan Auj ﬁ a VEJJ “yang dicocokkan atau
diperbaiki itu hi-persyaratai tau tera ulang;

Menteri ialg’ nt
Metrologi Iﬁ .
[

=

Fe:
0 ATUAN-SATU, C:ZQ/
N2

Setiap satuan ukuran yang berlaku sah harus berdasarkan desimal,
dengan menggunakan satuan-satuan Sl.

)

Pasal 3

Satuan dasar besaran panjang adalah meter;

Satuan dasar besaran massa adalah kilogram;

Satuan dasar besaran waktu adalah sekon;

Satuan dasar besaran arus listrik adalah amper;

Satuan dasar besaran suhu termodinamika adalah kelvin;
Satuan dasar besaran kuat cahaya adalah kandela;
Satuan dasar besaran kuantitas zat adalah mole.

@rooooe
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Definisi yang berlaku bagi satuan-satuan dasar seperti
tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah definisi terbaru yang
ditetapkan oleh Konperensi Umum untuk Ukuran dan
Timbangan.

Pasal 4

Lambang satuan dari satuan-satuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 Undang-undang ini adalah sebagai berikut:

@

Kecuali yang ditentukan dalam ayat (2) pasal ini, kelipatan-
kelipatan dan bagian-bagian desimal dari satuan-satuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang ini,
jika kelipatan-kelipatan dan bagian-bagian itu tidak dinyatakan
dengan sebuah bilangan di depan satuan atau lambang
satuan dari satuan-satuan yang bersangkutan, maka di depan
satuan atau lambang satuan tersebut dapat dinyatakan
dengan membubuhkan salah satu dari awal kata atau lambang
berikut:
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Kelipatan/bagian desimal . Awal kata
1 000 000 000 000 000 000 = 1015 eksa

1 000 000 000 000 000 = 1012 peta

1 000 000 000 000 = 109 tera

1 000 000 000 =10 giga

1 000 000 = 103 mega
1000 kilo

100

10

0,1

0,01
0,001
0,000 001

hekto

0,000 000 000 000 001 5 femto
0,000 000 000 000 000 001 =10 atto

Lambang

E

> x £ O 4 1T

> = 3 o

-~ T

Seperseribu (0,001) bagian dari kilogram adalah gram yang
dinyatakan dengan lambang satuan g. Kelipatan-kelipatan dan
bagian-bagian desimal dari kilogram, jika tidak dinyatakan
dengan sebuah bilangan di depan satuan atau lambang dari
satuan kilogram ini, maka harus dinyatakan dalam satuan

gram.
Pasal 6
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Derajat Celcius dari skala suhu dalam pemakaian secara umum
yang titik nolnya sama dengan 273,15 K adalah sama dengan
derajat kelvin.

Pasal 7

Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan :

a. satuan-satuan turunan dari satuan-satuan dasar baik
mengenai besaran-besaran, satuan-satuan maupun lambang-
lambang satuannya, == =

@%1 ggf% ai besaran-besaran,

lambang g satuannya;

entuan-ketentuan

:.D \

Standar-standar induk untuk satuan-satuan dasar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang ini disebut Standar
Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Tatacara pengurusan, pemeliharaan dan pemakaian Standar
Nasional yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang ini diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
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Pasal 10

Susunan turunan-turunan dari Standar Nasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang ini diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 11
(1) Standar Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
Undang-undang ini dibina oleh suatu lembaga yang khusus
dibentuk untuk itu.
(2) Susunan organisasi dan tatakerja lembaga tersebut dalam

ayat (1) Pasal ini ditetapkan 6_‘" Keputusan Presiden.
N T\
-

\

f
A|lAI-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG

takar, timbang dan pe ap

a.  wajib ditera dan ditera ulang;
b. dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya;
c. syarat-syaratnya harus dipenuhi.

Pasal 13

Menteri mengatur tentang :

a. pengujian dan pemeriksaan alat-alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya;

b. pelaksanaan serta jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang;

c. tempat-tempat dan daerah-daerah di mana dilaksanakan tera
dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya untuk jenis-jenis tertentu.
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Pasal 14

(1) Semua alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya
yang pada waktu ditera atau ditera ulang ternyata tidak
memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf ¢ Undang-undang ini dan yang tidak mungkin dapat
diperbaiki lagi, dapat dirusak sampai tidak dapat dipergunakan
lagi, oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang.

(2) Tatacara pengrusakan alat-alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya diatur oleh Menteri sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

enera atau rﬁg/ ulang berhak juga
imbal n perlengkapannya

Pegawai yang b
untuk menjustir g

memenuhi syafaf-syarat sebagaimana dimal
huruf ¢ Undang-undang ini.

\ L
"\X\ 'ﬂ l P
'

(1) Untuk pekerj a dan tera ulal <@a ekerjaan-pekerjaan
lain yang ada nny; Tpeéngujian alat-alat ukur,
takar, timbang dan lengkapanye dikenakan biaya tera.

(2) Biaya tera sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini,
ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Untuk membuat dan atau memperbaiki alat-alat ukur, takar,
timbang dan perlengkapannya harus memperoleh izin Menteri.

Pasal 18

Setiap pemasukan alat-alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya ke dalam wilayah Republik Indonesia harus
dengan izin Menteri.
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BAB V
TANDA TERA

Pasal 19

Jenis jenis tanda tera :
tanda sah;

a.

b. tanda batal;

c. tanda jaminan;

d. tanda daerah;

e. tanda pegawai yang berhak.

Pengaturan mengenai__ukuran, bentuk, jangka waktu

berlakunya, tempat=pemb \an=dan cara membubuhkan
tanda-tanda ter m;:?ﬂ b
ini diatur lebi Q leh-Pemerin

d dalam ayat (1) pasal
1>

[ Pasal 20 %

Tanda salrpél:_gglbuhkan danfatau dipasar?g:-jp

=

I: da alat-alat ukur,

takar, tim dan perlengkapannya disahkan pada
waktu diteh‘,% u diféra ulang. W g

Tanda bata|"dibubuhkan pada alat-aldt_ukur, takar, timbang
dan perleng ya yang dibatalki a waktu ditera atau
ditera ulang.

Tanda jaminan {l@hm% dipasang pada bagian-
bagian tertentu dari=alat-alat=tkur, takar, timbang atau

perlengkapannya yang sudah disahkan untuk mencegah
penukaran dan atau perubahan.

Tanda daerah dan tanda pegawai yang berhak dibubuhkan
pada alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya,
agar dapat diketahui di mana dan oleh siapa peneraan
dilakukan.

Tanda sah dan tanda batal yang tidak mungkin dibubuhkan
pada alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya
diberikan surat keterangan tertulis sebagai penggantinya.

Pasal 21

Surat keterangan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (5) Undang-undang ini adalah bebas dari bea materai.
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BAB VI
BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

Pasal 22

Semua barang dalam keadaan terbungkus yang diedarkan,
dijual, ditawarkan atau dipamerkan wajib diberitahukan atau
dinyatakan pada bungkus atau pada labelnya dengan tulisan
yang singkat, benar dan jelas mengenai :

a. nama barang dalam bungkusan itu;
b.  ukuran, isi, atau berat-bersih barang dalam bungkusan itu

dengan sat 5@ ~.sebagaimana dimaksud
dalam Pa; gl dgl

Undang-undang ini;
c. jumlah | dalam bungkus ika barang itu dijual
denga =

Tulisan s pé@almana dimaksud dalam aﬁ ) pasal ini harus
dengan angka Arab dan huruf latin dISE:Eq ng huruf lainnya
dan mudat HIEaca..

«

Q/

Pasal 23 QQZ\
Pada tiap bx@% ana dimaksud dalam
an n o

Pasal 22 Undan dicantumkan nama dan
tempat perusahaan yang rnembungkus

Semua barang yang dibuat atau dihasilkan oleh perusahaan
yang dalam keadaan tidak terbungkus dan diedarkan dalam
keadaan terbungkus, maka perusahaan yang melakukan
pembungkusan diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang ini serta
menyebutkan nama dan tempat kerjanya.

Pasal 24

Pengaturan mengenai barang-barang dalam keadaan terbungkus
sesuai Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-undang ini diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Menteri.
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BAB ViII
PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 25

Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau
menyuruh memakai:

a. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang
bertanda batal;

b. alat-alat ukur, takar, timbang-dan atau perlengkapannya yang

tidak bertanda a-.sah ?g? erlaku atau tidak disertai
keterangan p n' yan kecuali seperti yang
tersebut dal ) | 12 huruf b Und dang ini;
c. alat-alat ukﬁ art au qugkapannya yang
tanda teray;.i sak; - ".;',
d. alat-alat ui(ur, takar, timbang dan atau p ﬁgkapannya yang

erbaikan |/ perubahan yang
, isi, bera 1 penunjukkannya,

alat-alat ukur, takag, ti b#{u I perlengkapannya yang
panjang, isi, berat atau-penunjakkannya menyimpang dari nilai
yang seharusnya daripada yang diizinkan berdasarkan Pasal
12 huruf ¢ Undang-undang ini untuk tera ulang;

f.  alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang
mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang
menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar
dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam Pasal 6 dan
Pasal 7 Undang-undang ini;

g. alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya untuk
keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atau
berdasarkan Undang-undang ini;
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di tempat usaha; di tempat untuk menentukan ukuran atau
timbangan untuk kepentingan umum; di tempat melakukan
penyerahan-penyerahan; di tempat menentukan pungutan atau
upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.

Pasal 26

Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk
disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual,
disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara
bagaimanapun juga:

a. alat-alat ukur, takep,-;ti""'':eﬁq_é?ﬁ“-xa\t@iJ perlengkapannya yang
bertanda tera b,

b. alat-alat uku EKK , timbang dan at lengkapannya yang
tidak bertqﬁ(ﬁtter rl tau tidak disertai
keterangan gesahan g berlaku%ﬁuali seperti yang
tersebut dﬁl Pasal 12 h dang ini ;

c. alat-alat ukuf-tak imbang dan iu perlengkapannya yang
tanda jami'rt(amya k. &y

2
¢

,Q Pasal 27 Q
(1) Dilarang mekﬁg/ggat MQQIQ nunjuk atau alat lainnya

sebagai tambahan pada=afatalat ukur, takar atau timbang
yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang.

(2) Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah
dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang.

Pasal 28

Dilarang pada tempat-tempat seperti tersebut dalam Pasal 25
Undang-undang ini memakai atau menyuruh memakai :

a. alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dengan
cara lain atau dalam kedudukan lain daripada yang
seharusnya;
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b. alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk
mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas
maksimumnya;

c. alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk
mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran
kurang dari pada batas terendah yang ditentukan berdasarkan
Keputusan Menteri.

Pasal 29

(1) Dilarang menggunakan sebutan dan lambang satuan selain
yang berlaku menumt F 1 Undang undang ini pada

pengumuman te al dengan cara diukur,
ditakar, dltlm%‘ alam s r, majalah atau surat
tempelan, p#déa-etiket yang dl!ekat au disertakan pada
barang atayl bungk ngkusnya sendiri,
maupun p,é ritahuan—lainnya yang Iyatakan ukuran,

takaran at; rat. I

(2) Larangan | tqgebu alam‘: yat paﬁiILm tidak berlaku
terhadap p@ Han: i
a. tentan nda tidak bergerak 4 terletak di luar
wilayah\Republik Indonesia.

b. tentang b _)g?g berger ()'@ ikirim ke luar wilayah
Windondi (1100

Republik In

(3) Pada benda bergerak yang dijual menurut ukuran, takaran,
atau timbangan di dalam bungkusnya yang asli harus
dicantumkan sebutan atau lambang satuan yang berlaku
menurut Pasal 7 Undang-undang ini tatkala benda itu
dimasukkan ke wilayah Republik Indonesia.

Pasal 30

Dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau
memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang
menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut
ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang
sebenarnya.
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Pasal 31

Dilarang membuat, mengedarkan, membungkus atau menyimpan
untuk dijual, atau menawarkan untuk dibeli, semua barang dalam
keadaan terbungkus yang ukuran, isi bersih, berat bersih atau
jumlah hitungannya:

a.

@

@

©)

@)
@)

kurang daripada yang tercantum pada bungkus atau labelnya,
atau

menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 22
Undang-undang ini.

Barangaar)a melakukan p rbuatan yang f rcantum dalam
Pasal 25, Pasal 26 Pasall
ini dlpldana\@ lal
denda setlﬁgg@nggmya Rp 1.000.000,=

Barangsiapa e@« kan perbuataiiyang tercantum dalam
Pasal 30 dan g ini dipidana penjara
selama-lamanya 6= ulan=dan atau denda setinggi-
tingginya Rp 500.000,- (I|ma Tatus ribu rupiah).

Pelanggaran terhadap perbuatan yang tercantum dalam Pasal
22, Pasal 23 dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) Undang-
undang ini dipidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan
atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu
rupiah).

Pasal 33

Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(1) dan ayat (2) Undang-undang ini adalah kejahatan.

Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(3) Undang-undang ini adalah pelanggaran.
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Barang yang menjadi bukti kejahatan dan atau pelanggaran
dapat dirampas untuk kepentingan Negara.

Pasal 34

Suatu perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang
berdasarkan Undang-undang ini diancam hukuman apabila
dilakukan oleh suatu badan usaha, maka tuntutan dan atau
hukuman ditujukan kepada:

a. pengurus, apabila berbentuk badan hukum;
b. sekutu aktif, apab_il__g__ k_Jﬂ_Q_g__r_]_@uk persekutuan/perkumpulan

orang-orang; = PN
c. pengur%pﬁ@%rb@n@[%

d.  wakil (% kuasanya di In
pusat,ﬂ/g e

Indone,

, apabila kantor
‘wilayah  Republik

-
aksud ayat |=|pasal ini meliputi
ilakuk@h olehpengurus, pegawai
ndakanny; akukan pekerjaan

Perbuatar{: sebagaimana di
perbuatanijperbuatanl yan
atau kuasanyazyang kare
untuk badan\{

a yang bersangkutar > 4
Bila orang—o&@e{@but dal i%%sub a, b, c,dan d
pasal ini ternyatastidak hé@m s perbuatan itu, maka

tuntutan dan hukuman—dikenakan kepada mereka yang
sengaja memimpin melakukan, menyuruh melakukan atau
karena kelalaiannya mengakibatkan perbuatan kejahatan atau
pelanggaran.

Apabila ternyata perbuatan orang-orang tersebut pada ayat (2)
pasal ini yang oleh karenanya menyebutkan pelaksanaan
kewajiban keuangan, maka kewajiban tersebut dibebankan
kepada badan usaha yang bersangkutan.

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud ayat () pasal ini
dilakukan oleh badan usaha lain yang bertindak atas
namanya, maka ketentuan ayat (1) sub a. b, ¢, dan d pasal ini
berlaku juga untuk badan usaha lain tersebut.
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Pasal 35

Alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang
disita tetapi tidak dirampas, tidak dikembalikan kepada yang
berhak sebelum barang-barang itu atas biayanya ditera atau
ditera ulang.

Penyitaan dilakukan menurut tatacara yang ditentukan oleh
Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX

il g

Pegawai ms i-Pemerint;
Metrologi u Legal yang

yang- ditugasi\dalam pembinaan
melakukan;‘bﬁngawasan dan
ik tinda

pengamatbn- diwajibkan | 'menyidik pidana yang
dltentukanndﬂim l‘.iang— angl I

Instansi Pe tah-yang gasi-dala mbinaan Metrologi
Legal dala ksanakan tugas ut dalam ayat (1)
pasal ini dap E) a bantua instansi Pemerintah
yang melakukai - b\ pengamatan dalam
bidangnya masing- masu “ada hubungannya dengan

pengukuran, penakaran dan atau penimbangan.

Pegawai tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak melakukan
penyegelan dan atau penyitaan barang yang dianggap
sebagai barang bukti.

Pegawai tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat melaksanakan
tugasnya di tempat-tempat tersebut pada Pasal 25 Undang-
undang ini dalam waktu terbuka untuk umum.

Pegawai tersebut pada ayat (I) pasal ini dapat melaksanakan
tugasnya antara pukui 06.00 sampai pukul 18.00 waktu
setempat di tempat-tempat yang tidak boleh dimasuki umum,
yang seluruhnya atau sebagian dipakai tempat yang dimaksud
dalam Pasal 25 Undang-undang ini.
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(6) Jika dalam waktu tersebut pada ayat (4) dan ayat (5) pasal ini
pegawai yang melakukan penyidikan tidak diperkenankan
masuk, maka mereka masuk dengan bantuan penyidik
Kepolisian Republik Indonesia.

(7) Penyidikan dilakukan menurut tatacara yang ditentukan oleh
Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X
ATURAN PERALIHAN

Pasarsl

' \s&ﬁgrdonnanne%

waktu tera ulan

Alat-alat ukur, tak
disahkan berdasa
dapat disahkan /
memenuhi  syar
berdasarkan Uj
atau nilai-nilai |
tahan lama. |

erlengkapannya yang
atsblad Nomor 175,
sifat-sifat ukurnya
\yang ditentukan
.. sebutan-sebutan

pak terang dan

dangan yang telah
Undang-undang ini
masih tetap berlaku pe&aﬁ ut dicabut atau diganti

dengan peraturan yang

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

(1) Pada saat berlakunya Undang-undang ini maka ljkordonnantie
1949 Staatsblad Nomor 175 dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Undang-
undang ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-
undangan.
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Pasal 40

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1981

MENTERI/SEKRE
REPUBLIK INDONE

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981
NOMOR 11
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1981
TENTANG
METROLOGI LEGAL

UMUM

Permasalahan mengenai segala sesuatu dalam ukur mengukur,

takar menakar dan timpg:@ mbang secara luas yang lazim

disebut permasalah n og semua teori maupun
dengan pée n yaitu macamnya,
dan kebenarannya. N\

praktek yang ber!
sifatnya, kesaksa

Metrologi yang / bungan gan satuarﬁ?ﬁwan ukuran, cara-
cara atau metddalpengukuran dan alat- alatfa—k) takar, timbang,
dan perlengkapannya dan syarat-syarat te@jserta peraturan-
peraturan pelen yang di pka‘,aa@fatau berdasarkan
Undang- undang\\ @ bertujuan untuk me@e 4’kan perlindungan

dan pengabdla dé da —umum te pengawasan dan
kebenaran pengZNQa but “ gal” (legal metrology
atau metrologie legale):s

Pengaturan tentang metrologr menjadl semakin penting karena
tertib ukur, di segala bidang menyangkut juga segi keamanan bagi
manusia sendiri, antara lain:

- dosis obat-obatan, penyinaran, suntikan;

- pengukuran tekanan darah, suhu manusia, suara, polusi;

- pengkuran dalam navigasi dan lain sebagainya.

Selain itu tertib ukur juga meliputi usaha penyeragaman Sistem
Satuan dalam ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya
dengan menggunakan satuan Sistem Internasional (Sl) yang juga
disebut Sistem Metrik Modern.

Usaha penyeragaman itu di Indonesia sudah dilakukan sejak tahun
1923 secara bertahap.

'Y
h

u
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Dengan masa peralihan selama 10 (sepuluh) tahun, yang dalam
pelaksanaannya adalah 15 (lima belas) tahun, maka di Indonesia
sejak 1 Januari 1938 secara resmi berlaku Satuan Sistem Metrik
dalam ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya yang
menggantikan Satuan Sistem tradisional seperti elo, kati dan lain
sebagainya.

Disadari bahwa ukuran tradisional beserta alat-alatnya adalah
terbatas penggunaannya dan secara bertahap masyarakat akan
membiasakan diri dengan satuan ukuran seperti tercantum dalam
Undang-undang ini. Dalam memasyarakatkan materi Undang-
undang ini agar tercapai terubmdtsegala bidang akan dilakukan

dengan pendekatan y; 04 f Sdukatif.

Pada tanggal 20 '\&ggleh ut s@k tujuh belas) Negara
telah ditandatangapi \\gntlon du Metre) di
] ungkan diri dalam
konvensi itu, sehiigga sampai tahun 1980 peﬁ'gﬂd}lt Konvensi Meter
telah bertambah menjadi 46 (empat puluh enan hegara termasuk
Indonesia yang nvensi Meter itu
dalam tahun 19 dnsi Meter adalah

mencari dan \\ {Je\)ragamkan satu%@a an ukuran dan
timbangan. \

Di dalam mencapa|%g[éznq&gé a ~f0rgan|sa5| dari negara
pengikut Konvensi Meter mertpakain Suatu Organisasi Internasional

untuk Ukuran dan Timbangan (la Organisation Internationale des
Poids et Mesures disingkat OIPM). Forum tertinggi dari OIPM
adalah Konperensi Umum untuk Ukuran dan Timbangan (la
Conference Generale des Poids et Mesures disingkat CGPM) yang
membawahi langsung suatu Komite Internasional untuk Ukuran dan
Timbangan (le Comite Internasional des Poids et Mesures disingkat
CIPM). CIPM bertugas melaksanakan dan mempersiapkan
keputusan-keputusan dari CGPM. Selain itu CIPM juga memimpin
suatu aparat yang disebut Biro Internasional untuk Ukuran dan
Timbangan (le Bureau International des Poids et Mesures disingkat
BIPM). Oleh karena itu dipandang perlu adanya suatu pengaturan
tentang Metrologi Legal.
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PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Pengertian-pengertian dari istilah yang dipakai dalam Undang-
undang ini dan Peraturan Pelaksanaannya ialah untuk
menghindari dari kemungkinan salah tafsir.

Menteri yang diserahi urusan Metrologi Legal pada saat Undang-
undang ini dibuat adalah Menteri Perdagangan dan Koperasi.

Pasal 2

Sasaran yang aka if;--%i aﬁ},@ﬂ-%“ ragaman dan kesatuan
pegangan dala an dan satuan ukuran.
/S 2
Pasal 3 { § ’Q \
[ =2\

d@# satuan Sistem

Ayat (1) |
Hingga kini | n d;i

kui Konperensi Umum untuk
Q/’

tujuh - satl
Internasional| al lah
an.
& %S>
Ayat (2) ’Q ‘ / (}
Definisi yang berlakt=pa as}aéﬂ@ ang=undang ini dibuat adalah

Ukuran dan T\

sebagaimana ditetapkdﬁ::bPeh—Kdﬁﬁerensi Umum untuk Ukuran
dan Timbangan:

1. meter berdasarkan Konperensi Umum ke 11 tahun 1960

. kilogram berdasarkan Konperensi Umum ke 3 tahun 1901

. sekon berdasarkan Konperensi Umum ke 13 tahun 1967

. amper berdasarkan Konperensi Umum ke 9 tahun 1948

. kelvin berdasarkan Konperensi Umum ke 13 tahun 1967

. kandela berdasarkan Konperensi Umum ke 13 tahun 1967

. mole berdasarkan Konperensi Umum ke-14 tahun 1971

~N~NoobhwiN
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Pasal 4

Ketujuh lambang satuan dari satuan-satuan dasar ini merupakan
keputusan yang telah disetujui oleh Konperensi Umum untuk
Ukuran dan Timbangan

Pasal 5
Ayat (1)

Untuk menyebutkan kelipatan dan bagian desimal digunakan
awal kata dan lambang yang telah diakui dan ditetapkan oleh

Konperensi Umum untuk. ~dan_Timbangan.
Ayat (2) @(\Q
Contoh: AN

a. 1.000 kgt b
kkg (sat i
b. 0,1 kg tdal

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas. —

Pasal 8

Mengingat pentingnya fungsi dari standar Nasional tersebut
maka perlu menetapkannya dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10

Turunan-turunan langsung dari standar satuan ditujukan untuk
menghindari pemakaian tidak terbatas atas Standar Nasional
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dan sekurang-kurangnya satu dari Meter Standar dan Kilogram
Standar yang setingkat lebih rendah dari Standar Nasional
diserahkan kepada instansi Pemerintah yang ditugasi dalam
pembinaan Metrologi Legal untuk kepentingan umum.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13

Jenis-jenis D‘ a|£3Q[ timbang dan

perlengkapann ara lain lalah meter gas, meter
listrik, meter 1 et lat ukur kelembaban
(moisture  tes perlu  ditunjuk tempat pat dan daerah-
daerah di mana dilaksanakan tera dantera ulari

I|| C |I
Pasal 14 '% B C‘_r |

Ayat (1) VQ( QZ\ /

Alat-alat ukur, % apannya yang tidak
memenuhi syarat-s ei.g %,i dapat diperbaiki lagi,
perlu dirusak untuk meng‘hmdaw “Remungklnan alat-alat ukur,

takar, timbang dan perlengkapannya tersebut dipakai atau dijual
sehingga akan merugikan orang lain.

Ayat (2)

Oleh karena tata cara pengrusakan alat-alat ukur, takar, timbang
dan perlengkapannya yang menyangkut pelaksanaan teknis dan
khusus maka pengaturannya ditetapkan oleh Menteri dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pekerjaan menjustir yang dapat dikerjakan dengan mudah dan
tidak memerlukan banyak waktu, dan karenanya memungkinkan

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 24



pegawai yang berhak menera atau menera ulang untuk
melakukannya.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Karena penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya berada di bawah pengawasan instansi
Pemerintah yang ditugasi mengurus hal-hal yang bertalian
dengan metrologi, maka seharusnyalah pembuatan alat-alat
tersebut dengan |zm/nsf"'5| ersangkutan supaya mudah
mengawasi dan pénjbina s@rﬁg? y alat-alat itu dibuat oleh
orang-orang ya -benar memp eahlian.

Demikian pulay ur, takar, timbang
dan perlengka "( timbangan perlu
mendapat [z mud nmengawa5| dan
membimbingnya.

Dengan demiki dlharapsz\ bah pe@mian memperbaiki
timbangan i ka...oleh rang;lngﬁ;‘}y ng benar-benar
h\

mempunya| k n dalam bidang itu d engan rasa penuh
tanggung jaw angan tidak akan

ingga para pemi
terperdaya oleh ang yan u sebagai reparatir
timbangan padahal ahlian dalam pekerjaan
tersebut dan hanya sema sf‘mencan keuntungan untuk
dirinya saja.
Pasal 18

1zin impor diperlukan untuk menghindari masuk dan beredarnya
alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang tidak
memenuhi persyaratan, sebab jika ini terjadi akan menyulitkan
dalam melaksanakan Undang-undang ini.

Pasal 19
Cukup jelas.
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Pasal 20

Ayat (1)

Maksud pemberian tanda sah itu ialah untuk menunjukkan
bahwa alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya telah
memenuhi persyaratan yang diatur berdasarkan Pasal 12
Undang-undang ini.

Ayat (2)
Maksud pemberian tanda batal itu ialah untuk menunjukkan
bahwa alat-alat ukur, takfa___rg__ gg_b__agg atau perlengkapannya tidak

memenuhi X ic berdasarkan Pasal 12
Undang-undang ipi 04/
Ayat (3) '% \
kup jel
Cukup jelas ':_D'nl'u
Ayat (4) . c f.
Cukup jelas. (_‘3_7
)
Ayat (5) QQ
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)

Selaras dengan pesatnya kemajuan produksi dan perdagangan,
maka barang-barang dagangan dalam keadaan terbungkus
mempunyai peranan dan merupakan suatu usaha untuk
memudahkan penjualan dan transpor barang dalam
penjualannya. Oleh karena itu perlu adanya suatu peraturan
yang menentukan keharusan menyatakan ukuran, berat bersih,

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1981 26



isi bersih atau jumlah yang sebenarnya bagi barang-barang yang
dijual dalam bungkusan.

Yang dimaksud barang disini tidak termasuk makanan atau
barang lain yang mudah basi atau tidak tahan lebih lama dari 7
(tujuh) hari.

Bila sesuatu barang dijual berdasarkan ukuran berat atau isi
dimasukkan dalam bungkusan, akan memberikan kesulitan bagi
pembeli untuk mengetahui secara pasti ukuran, berat, isi bersih
atau jumlah dalam bungkusan, karena tidak ada jalan lain untuk
mengetahuinya selain daripada membuka bungkusan atau akan
menerima begitu saja tentang_sm_ya

Ukuran besarnya bu m lu memberikan anggapan

yang benar ten sih, isi bersih atau
jumlahnya. Tal mberltahukan @ enonjolkan ukuran,
berat bersih, ijs‘i@rsi k imbulkan keragu-

raguan bag;-;i’ akai (konsu \! . dalam membeli
barang-bara lam keadaan terbungkus.

n
Oleh kareneL% sangat pqr atahrlwqm_:-_lqgn pencantuman

tentang uku'r b ber: isi Si fau jumlah yang
sebenarnyat p barang-barang yang-dij al dalam keadaan
terbungkus den\ as terang serta(} dibaca pada setiap
bungkusan. Q HQDQ‘
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)

Pengawasan terhadap barang-barang dalam keadaan
terbungkus dapat dilakukan melalui kewajiban bagi pengusaha
untuk mencantumkan nama dan tempat perusahaannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.
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Pasal 24

Seringkali terdapat bermacam-macam ukuran bungkusan dari
kuanta barang yang sama banyaknya, sehingga akan
membingungkan pembeli dalam memilih harga yang lebih
ekonomis baginya terhadap bungkusan yang berisi barang yang
sama dan sama pula berat dan isi bersihnya.

Untuk menghindari hal-hal yang demikian, maka diperlukan
suatu pengaturan mengenai barang yang biasa digunakan umum
agar pembungkusnya dalam ukuran yang seragam dan berat
atau isi bersihnya yang sama.

Mungkin juga terdaggt—:-- Tapa_ barang dagangan yang
dibungkus akan beruba \}?l a, karena berkurangnya
kelembaban ebabkan 49r ahan lain  sejak
pembungkusan ai terjual.

LY .
Dalam hal j |tu ) berapa jumlah
kemungkinaq;i"‘%kurang/ber ah bagi ":". macam barang
dagangan. Dal peraturan harus dinyatakan ttatas kekurangan
berat atau i sih_yang diakibatkanm; oleli_perubahan tersebut
e 2o g R R

Dengan demlk\agjleharusan mencantum
pada waktu ngkusan baran jangan tidak akan
merugikan peru [an embun pun pemakai barang
dilihat dari sudut ke Q sustitnya barang.

Supaya dapat memud&hkar‘r penak3|ran harga atau
membandingkan harga, maka perlu disarankan bahwa

n

x
gferat atau isi bersih

pembungkusan barang-barang ditetapkan dalam kuanta 1 x 10 ,

2x 10 ,atau 5x 10 (n = bilangan bulat) misalnya 100 ml, 500g.,
50 m dan sebagainya.

Pasal 25
Maksud adanya larangan ini ialah untuk melindungi agar tidak
ada pihak yang dirugikan akibat dari pemakaian alat-alat ukur,

takar, timbang atau perlengkapannya yang tidak memenuhi
kebenaran, kepekaan dan ketepatan penunjukannya.
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Pasal 26

Tujuannya adalah untuk melindungi pembeli, penyewa atau
pemakai agar tidak mendapatkan atau memperoleh alat-alat
ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak
memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan berdasarkan Undang-
undang ini.

Pasal 27

Pemasangan alat-alat baru atau tambahan pada alat-alat ukur,
takar, timbang dan atau _p -apannya yang sudah ditera atau
sudah ditera ulan e% keasliannya dan juga
memungkinkan enyimpangan dari
syarat teknis. B ambahan ini, maka
alat tersebut di 3 atau tidak ditera
ulang. \

[
Pasal 28 ||

Sifat dan kem @mpuan untuk dapat mem ka
benar dan dalar (t{ s-batas kesalah diizinkan terhadap
penggunaan aIMr takar t | / dan perlengkapannya
perlu ditaati, agar p ak merugikan pemakai
atau pihak yang dilayani Gleffaiaf‘tersebut

Pasal 29

Ayat (1)

Larangan tersebut dimaksud agar benar-benar ditaati maksud
dari Undang-undang ini dalam usahanya mencapai keseragaman
penulisan dan penyebutan satuan dan lambang satuan ukuran
yang berdasarkan Satuan Sistem Internasional.

Ayat (2)

Dapat dipahami bahwa terhadap benda-benda tak bergerak yang
terletak di luar wilayah Republik Indonesia atau benda-benda
yang bergerak yang dikirim ke luar wilayah Republik Indonesia
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dalam penulisan dan penyebutan satuan dan lambang satuan
ukurannya dikecualikan dari larangan ini.

Ayat (3)

Dimaksud untuk mencegah persaingan tidak jujur antara
produsen luar negeri dan produsen dalam negeri mengenai
ukuran.

Demikian juga untuk melindungi konsumen agar dapat memilih
kebutuhannya secara ekonomis.

Pasal 30

Dapat dimaklumi \ em i barang (konsumen)
i % dalam ukuran, isi,
‘%\}{\
D\

|
egah erbl@lﬁL—perbuatan yang
par buat,/pembungkus dan
ng untuk mengambil ngan dari ukuran,
a}@lang diserahkan/dij
v/ /
A kot

—

Pasal 31 [ <
|

Il
Pasal ini dintllaléyd ntuk m
tidak sehat al id jur d
atau pengedal
isi, berat atau j

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Tujuan dari Pasal ini ialah untuk memudahkan dilakukannya
penuntutan bila terjadi suatu pelanggaran terhadap Undang-

undang ini yang dilakukan oleh suatu badan hukum, perseroan,
persekutuan/perkumpulan orang-orang atau yayasan.
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Pasal 35

Alat-alat ukur, takar, timbang atau perlengkapannya yang atas
keputusan Pengadilan dinyatakan tidak dirampas, bukanlah
berarti bahwa alat tersebut boleh dipakai lagi atau tidak
melanggar lagi tanpa ditera/ditera ulang.

Berhubung dengan itu dan untuk menghindari hal-hal yang tidak
diinginkan, maka alat itu harus ditera/tera ulangkan atas biaya
pemiliknya.

Pasal 36

Ayat (1) D‘Q
Yang dimaksud egawai Y akukan pengawasan
dan penyidikan/attalah pegawai yang- di {5 gas secara tertulis

oleh atasann

]

[/
pa@ |
Pengawasar{lI tentang_ditaati
diikutsertakar ,ﬂyg egal
an pengawasan
penimbangan

[
d g—umd_arfJg ini, agar dapat
nlﬂ i ansi yang  ada
asil pengukuran,
idangnya masing-

Ayat (3) S———
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.
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Pasal 37

Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang wajib
tera berdasarkan ljkordonnantie 1949 Staatsblad Nomor 175
(Undang-undang Metrologi terdahulu) masih boleh dipakai
sepanjang masih memenuhi syarat-syarat seperti yang
ditentukan berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 38

hukum

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3193
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